BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH

Menimbang

TENUN TERFO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

. bahwa potensi produk lokal unggulan daerah perlu dikelola

dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kekhasan
nilai-nilai budaya daerah agar memiliki daya saing sehingga
dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

. bahwa salah satu produk lokal yang memiliki nilai budaya

dan mengandung sejarah adat istiadat masyarakat Sarmi
yaitu Tenun Terfo, berpotensi untuk dikembangkan bagi
terwujudnya peningkatan ketrampilan pengrajin tenun,
penyediaan bahan baku lokal dan sarana pemasaran serta
kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan
daerah;

. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan

produk lokal di Daerah Kabupaten Sarmi, perlu ditetapkan
regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam
upaya pengembangan produk lokal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pengunaan Produk Lokal
Unggulan Daerah Tenun Terfo.
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: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Kabupaten Teluk Wondama,
Kabupaten Teluk Bintuni, di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4245);Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6414);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan
Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015
tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun
2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri
Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 930);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 116);
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15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1997);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PRODUK LOKAL
UNGGULAN DAERAH TENUN TERFO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarmi.
2.
3.

Bupati adalah Bupati Sarmi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Provinsi yang berkantor di Wilayah Kabupaten
Sarmi

. Produk Lokal Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut

PLUD adalah hasil produksi baik berupa barang maupun
jasa atau hasil karya budaya daerah yang mempunyai unsur
nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan
turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat

Industri kerajinan adalah suatu kegiatan pembentukan atau
pengubahan barang menjadi barang lain yang merupakan
hasil kerja tangan sehingga mempunyai nilai yang lebih
tinggi, yang dilakukan oleh seseorang atau lebih anggota
rumah tangga sebagai penanggung jawab.

. Sarana pemasaran adalah sesuatu yang dapat dipakai

dalam strategi bauran pemasaran promosi yaitu periklanan,
diskon atau potongan harga, hubungan masyarakat,
Penjualan perorangan, Pemasaran langsung, citra
perusahaan, sponsor, pemasaran gerilya, penempatan
produk, dan digital marketin.

. Pemberian insentif dan kemudahan adalah dukungan dan

penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada
Penanam Modal atau Pelaku Usaha Produk Lokal Unggulan
Daerah dalam rangka mendorong peningkatan dan
pengembangan produk lokal di daerah.
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Pengembangan adalah Upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,
pendampingan dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya
saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui
bank, koperasi dan Lembaga keuangan bukan bank untuk
mengembangkan dan memperkuat permodalan
pengembangan produk lokal.

Sarana produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan
barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi
produk lokal.

Kawasan produksi produk lokal adalah suatu wilayah
dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan
dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. Memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan Produk
lokal Unggulan Daerah;

b. Memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha
Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan
produknya,

c. Memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai
dan menggunakan produk lokal unggulan daerah;

d. Mempromosikan produk lokal unggulan daerah.

(2) Tujuan penggunaan produk lokal unggulan daerah adalah:

a. Mendorong pertumbuhan usaha-usaha  ekonomi
kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;

b. Mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya
wirausaha baru;

c. Memotivasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah
untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan
diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya sain

d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
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BAB III
KEWENANGAN
Pasal 3

Pemerintah daerah Menyusun dan menetapkan PLUD setiap
tahun

Jenis PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Tenun Terfo

PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Sasaran penggunaan PLUD Tenun Terfo adalah segenap
Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN, Pegawai BUMD,
Karyawan Perusahaan Swasta, Kepala Kampung dan Perangkat
kampung, Pelajar dan Masyarakat yang berdomisili di dalam
Wilayah Kabupaten Sarmi

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PENGEMBANGAN PLUD

Pasal 5

Bupati melalui OPD yang terkait secara langsung dengan
Pengrajin Tenun melaksanakan pengembangan PLUD.

OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
pengembangan PLUD dengan mengacu pada perencanaan
PLUD.

Perencanaan pengembangan PLUD yang dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan model:

a. Inkubator;

b. Klaster;

c. One Village One Product/OVOP; dan
d. Kompetensi inti.

Model pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:

a. Peningkatan kualitas daya Tarik PLUD;
b. Peningkatan kualitas infrastruktur;

c. Peningkatan
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Peningkatan promosi dan investasi PLUD;

. Peningkatan kerjasama; dan

Peningkatan peran serta masyarakat.
Peningkatan perlindungan terhadap PLUD.

O I oW o)

Pasal 6

Peningkatan kualitas daya Tarik PLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berdasarkan daya
Tarik PLUD adalah sebagai berikut:

a. Daya tarik jenis PLUD; dan
b. Daya tarik kekhasan/keunikan PLUD

Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PLUD,
memperhatikan prinsip :

a. Nilai budaya;

b. Nilai sosial;

c. Kelestarian lingkungan hidup;dan

d. Keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PLUD dapat
dilaksanakan dengan cara:

a. Penyehatan iklim investasi;

b. Inovasi produk;

Peningkatan kapasitas produksi PLUD;

Pengembangan keragaman jenis PLUD;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat
dalam pengembangan PLUD; dan

Revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi
penggerak kegiatan pengembangan PLUD.

® a0

=

Pasal 7

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui :

oo oop

(1)

Peningkatan infrastruktur transportasi;
Peningkatan infrastruktur umum;
Peningkatan infrastruktur produksi; dan
Peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 8

Peningkatan promosi dan investasi PLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilaksanakan
secara terpadu dan sistemik.

(2) Peningkatan...... /8
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Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan antara lain melalui :

a. Publikasi PLUD;

b. Pusat informasi bisnis; dan

c. Kemitraan antar pelaku ekonomi.

Peningkatan investasi PLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :

a. Kejelasan prosedur;

b. Kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran
untuk berinvestasi dalam PLUD; dan

c. Pemberian insentif dan kemudahan untuk beriavestasi
dalam PLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat
dilakukan pada :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah daerah lainnya; dan/atau

c. Swasta.

Kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. Peningkatan kualitas PLUD sejenis; dan

b. Menjaga stabilitas harga PLUD pada tingkat regional dan
nasional.

Kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilaksanakan melalui :

a.

b.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
PLUD;

Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal
melalui pengembangan usaha produktif di bidang PLUD;
Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk
mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta
usaha PLUD yang dikembangkan masyarakat;

. Perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan

menengah serta usaha PLUD yang dikembangkan
masyarakat; dan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PLUD.

Pasal 10...../11
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Pasal 11

Peningkatkan perlindungan terhadap PLUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f dilaksanakan dengan
cara antara lain:

a.Menentukan harga terendah PLUD yang dihasilkan oleh
masyarakat setempat; dan
b.Menjaga stabilitas harga PLUD.

Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMASARAN PLUD
Pasal 12

Pemasaran PLUD diselenggarakan dengan cara gerakan
penggunaan PLUD yang berorientasi kepada permintaan,
kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target
pasar.

Pemasaran berbagai jenis PLUD dapat dilakukan oleh
perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah
melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Penggunaan PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
diatur sebagai berikut :

a.

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah
dan Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan
Karyawan Perusahaan Swasta, menggunakan pakaian kerja
berbahan baku Tenun Terfo pada hari kamis;

.Setiap sekolah semua jenjang pendidikan menggunakan

pakaian seragam siswa pada hari kamis memanfaatkan PLUD
berbahan baku Tenun Terfo;

. Setiap OPD, Instansi Vertikal BUMN, BUMD dan Karyawan

Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi,
seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya harus
mempromosikan Tenun Terfo;

. Pemberiaan cinderamata dan atau souvenir kepada tamu yang

berkunjung ke Daerah Kabupaten Sarmi hendaknya
memaksimalkan pemanfaatan Tenun Terfo sebagai
cinderamata dengan ciri khas daerah.

Pasal 14...../10
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Pasal 14

Rumah makan, hotel, cafe hendaknya memfasilitasi
pemasaran dengan memajang PLUD Tenun Terfo dalam
bentuk pajangan foto, souvenir atau kain batik.

Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk Tenun
Terfo pada outlet atau gerainya berdasarkan standar
produk yang telah disepakati.

Produsen PLUD Tenun Terfo wajib menjamin dan
bertanggungjawab  penuh  terhadap  kualitas dan
kontinuitas produk.

BAB VI
KEMITRAAN
Pasal 15

Pemerintah masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi,
mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang
saling membutuhkan saling memperkuat dan saling
menguntungkan.

Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha
Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih
keterampilan melalui pola pendampingan di bidang
produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,
sumber daya manusia, dan teknologi.

Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian penghargaan
kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan
kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil.

BAB VII
PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 16

SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
proses produksi sampai kepada pemasaran produk
berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan,
bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui
pola pendampingan langsung.

Pasal 18...... /11
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Pasal 17
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada:

Sentra produksi usaha Industri Kecil;
Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
Kelompok indutri rumah tangga; dan
Koperasi.

oo oTp

Bagian Kedua
Pengembangan Kawasan Produksi Produk Lokal

Pasal 18

(1) Pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan

melalui :

a. Penataan kawasan produksi produk lokal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung
produksi produk lokal;

c. Menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan

d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

(2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi,
kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam
bentuk kemitraan.

(3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk
lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Setiap pengembangan kawasan produksi produk lokal, wajib
melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 20

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan
Dinas Pariwisata Kabupaten Sarmi melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan
keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.

(2) Waktu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dikoordinasikan
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.

BABVIII...../ 12
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BAB VIII
KETENTUAN DAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal, 4 Mei 2021

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
Pada tanggal, 6 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 22

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura,;

Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;
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